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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam Bab II mengenai pembahasan,

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kendala Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi pidana mati selain

dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

Peninjuan Kembali dan Grasi, adapun masalah atau kendala lain di

lapangan yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor adalah dana. Dimana

setiap Kejaksaan yang ada di wilayah Indonesia tidak mempunyai

mata anggaran khusus yang mengatur dana pelaksanaan eksekusi

pidana mati tersebut. Dana pelaksanaan eksekusi pidana mati

tersebut Kejaksaan harus membuat proposal atau meminta dana

kepada pemerintahan daerah masing-masing yang melaksanakan

eksekusi pidana mati. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yang

diperlukan sebagai berikut:

a. Biaya Dokter

b. Biaya Kerohanian

c. Biaya Peti Mati

d. Biaya Transportasi
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e. Biaya Regu Tembak

2. Cara melaksanakan eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan

dengan cara ditembak mati. Adapun ketentuan-ketentuan untuk

melaksanakan eksekusi pidana mati sebagai berikut:

a. Kapolda membentuk sebuah regu Penembak yang terdiri dari

seorang Bintara, dua belas (12) orang Tamtama, di bawah

pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile

(Brimob). Selama pelaksanaan pidana mati mereka dibawah

perintah Jaksa.

b. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa

memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya

pidana mati tersebut.

c. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru

dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.

d. Sasaran target di baju tersebut (Di Jantung).

e. Jarak antara terpidana dengan Regu Penembak antara 5 sampai

10 meter.

f. Apabila masih terlihat tanda-tanda kehidupan, maka Komandan

Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak

untuk menembak terpidana menggunakan pistol tepat di atas
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telinga terpidana. Kemudian dokter memeriksa terpidana untuk

memastikan kematiannya.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas sudah seharusnya setiap

Kejaksaan di Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri

mempunyai mata anggaran khusus untuk melaksanakan pidana mati,

sehingga untuk melaksanakan eksekusi pidana mati tidak menjadi

kendala dalam melaksanakan eksekusi pidana mati.

2. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara ditembak mati

berdasarkan uraian bab II memerlukan biaya yang cukup besar untuk

satu terpidana mati, sehingga penulis mengambil saran pelaksanaan

eksekusi pidana mati dengan cara ditembak mati diganti dengan cara

suntik mati. Terlebih dahulu terpidana dibius atau diberikan obat

penenang baru dilakukan suntikan mati, hal ini tidak memerlukan

biaya yang cukup besar dan melibatkan polisi sebagai regu tembak

yang terdiri dari 12 regu tembak dan pengawalan polisi, dengan cara

suntik mati, menurut penulis lebih manusiawi dan menghemat biaya.
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